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 BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NOMOR JO TAHUN 2018 

TENTANG 

[ SALINAN ]

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, 

SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BLITAR 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLITAR, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi,

pengelompokan, perubahan nama dan/atau status pada

lembaga pendidikan tingkat SD dan tingkat SMP di

wilayah Kabupaten Blitar, Peraturan Bupati Blitar Nomor

13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan,

Uraian Togas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar perlu

diubah/ disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor

13 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan,

Uraian Togas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;



Mengingat 

-2-

1. Undang-Undang 

Pembentukan 

Nomor 12 Tahun 1950

Daerah-Daerah Kabupaten 

tentang 

dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

354 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor 5121);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar

Nomor 7 Tahun 201 7 ten tang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2017 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 25);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016

Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi,

Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun

2018 Nomor 13/D);

1. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/85/409.06/

KPTS/2018 tentang Penggabungan dan Perubahan

Nama Lembaga Sekolah Dasar Negeri Di Wilayah

Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/ 166/409.06/

KPTS/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan
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Bupati Nomor 188/85/409.06/KPTS/2018 tentang 
Penggabungan dan Perubahan Nama Lembaga 
Sekolah Dasar Negeri Di Wilayah Kabupaten Blitar; 

2. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/254/409.06/
KPTS/2018 tentang Penetapan Perubahan Status
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu
Atap Sutojayan dan Sekolah Menengah Pertama Satu
Atap Wlingi;

MEMUTUSKAN 
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, URAIAN 
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA 
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS 
DAN BADAN DI LING KUN GAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BLITAR. 

Pasal 1 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar 
Tahun 2018 Nomor 13/D) diubah sebagai berikut : 
1. Pada Lampiran untuk Jenjang SD nomor 215 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:
NO. I NAMA LEMBAGA I NPSN I KECAMATAN 

JENJANG SD 
215. J UPT SD NEGERI KESAMBEN 07 I 20514987 I Kesamben

2. Pada Lampiran untuk Jenjang SMP nomor 35 dan nomor 44 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO. NAMA LEMBAGA NPSN KECAMATAN 
JENJANG SMP 

35. UPT SMP NEGERI 3 SUTOJAYAN 20554574 Sutojayan 
44. UPT SMP NEGERI 3 WINGLI 20554575 Wlingi 
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Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 
pada tanggal a, J\\11 !at8 

Diundangkan di Blitar 
pada tanggal  20 Juli 2018


